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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan dikeluarkannya kebijakan Pemerintah Pusat, mengenai otonomi daerah yang salah satunya dengan dikeluarkannya ketetapan MPR RI No.XV / MPR / 1998 yang menetapkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan peradilan keuangan pusat dan daerah, sebagaimana tercantum dalam undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 , yang menyatakan pemerintah daerah wajib berusaha mencukupi belanja rutin dengan pendapatan daerah sendiri. Disamping itu penyelenggaraan otonomi daerah  juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu maka setiap pemerintah daerah beserta masyarakatnya berhak untuk mengelola potensi daerahnya masing-masing guna meningkatkan perubahan dan pelayanan didaerahnya.

Di dalam Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan otonomi daerah secara utuh pada Daerah Kotamadya dan Kabupaten. Daerah Kotamadya dan Kabupaten tersebut dalam kedudukannya sebagai daerah otonomi mempunyai kewenangan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah diharapkan adanya perubahan secara bertahap bagi daerah yang bermula dari upaya mengurangi ketergantungannya dari pusat, menuju kemandirian daerah. Penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik propinsi, kabupaten, dan kota telah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi daerah dan melaksanakan pembangunan daerahnya.  

Untuk pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diperlukan sumber pembiayaan. Sumber-sumber tersebut dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan pinjaman daerah. Untuk menjamin sumber pembiayaan tersebut, pemerintah daerah harus mampu memainkan perannya untuk dapat mengoptimalkan penerimaan-penerimaan tersebut khususnya dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Dimana potensi pajak dan retribusi daerah ini bila dikelola dengan benar dapat mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Kota Bandung. Dapat dilihat sebagai contohnya adalah pemasangan reklame baik yang berbentuk billboard, spanduk atau umbul-umbul dijalan-jalan, toko-toko, maupun dikantor-kantor dan lain sebagainya, yang telah habis masa berlakunya tetapi masih di pasang, bahkan ada yang tidak memiliki ijin pemasangan reklame sama sekali. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya sosialisasi aparat pemerintah daerah kepada masyarakat tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pemasangan reklame dan kurang sadarnya masyarakat dalam melakukan pemasangan reklame tidak melaporkan kepada pihak atau aparat pemerintah bagian pajak reklame.

Oleh karena itu, disinilah diperlukan upaya dapat mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya dari pajak reklame dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat solusi-solusi dan pengawasan yang sebaik-baiknya tentang ketentuan-ketentuan pajak reklame agar setiap wajib pajak mengerti, memahami dan tentunya melaksanakan ketentuan tersebut. Apabila hal tersebut berjalan dengan baik dan benar, maka akan meningkatkan pendapatan daerah terutama pajak reklame.

Oleh sebab itu, maka setiap daerah harus dapat menganalisis seberapa besar potensi daerah yang dapat digali dan dikembangkan, dan selanjutnya dapat dilihat berapa target yang dapat dicapai dari potensi tersebut sehingga pada akhirnya seluruh potensi daerah yang ada dapat memberikan kontinuitas yang optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka dalam penyusunan skripsi penelitian mengambil judul:

“PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI  DAERAH (PAD) KOTA BANDUNG.“

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, pokok masalah yang akan dibahas dibatasi hanya pada masalah-masalah yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama yang berkaitan dengan Pajak Reklame.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan Pendapatan Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode Tahun 1998 - 2003.

2. Seberapa besar pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode Tahun 1998 - 2003.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan pajak reklame dan  pendapatan asli daerah Kota Bandung Periode Tahun 1998 - 2003.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap  Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode Tahun 1998 - 2003.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan sebagai berikut:

· Bagi Lembaga / Instansi

Dapat memberikan informasi mengenai besarnya pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

· Bagi Penulis

Dapat meningkatkan wawasan dan memperdalam pengetahuan juga pemahaman terhadap pajak reklame dan sumber-sumber keuangan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

· Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan referensi dan memperluas wawasan guna meningkatkan informasi terutama pada pajak reklame dan sumber keuangan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

1.5 Kerangka Pemikiran 

Didalam suatu negara terdapat sebuah penerimaan yang salah satu sumber pemasukannya dari pajak. Pentingnya pajak di dalam suatu perusahaan, karena pajak merupakan suatu sumber penerimaan bagi negara. Dari pemasukan pajak bagi instansi pemerintah dalam bidang perpajakan dapat optimal sesuai dengan yang telah ditetapkan, karena pajak ini sangat berpengaruh bagi pembangunan nasional yang dilakukan tahap demi tahap yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik spiritual maupun material sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, tanpa adanya biaya yang memadai untuk melakukan pembangunan, dimana pembiayaan pembangunan di negara kita sebagian besar berasal dari penerimaan pajak, maka baik pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama menegakkan kesadaran bahwa pentingnya membayar pajak.
Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo definisi pajak dalam bukunya “Perpajakan” adalah : 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”










          (2002:1)

Untuk pembiayaan pembangunan nasional dan daerah diperlukan sumber pembiayaan yang diantaranya berasal dari pemberian-pemberian pemerintah pusat dan daerah yang salah satunya berupa pos bagi hasil pajak dan non pajak serta sumber yang berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diantaranya berupa pajak dan retribusi daerah.

 Pengertian Pendapatan Asli Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang dikutip oleh Abdul Halim  adalah:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”










      (2001:110)
Sedangkan Pengertian Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pajak atas penyelenggaraan reklame adalah : 
“Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.”

        (2001:18)

Dengan definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam perkembangan penggunaan reklame baik oleh perusahaan-perusahaan sebagai promosi produk-produknya dimana penggunaan reklame ini dari tahun ke tahun mengalami perkembangan. Untuk meningkatkan PAD dari pajak reklame dapat diperoleh apabila pengendalian harus baik jangan sampai ada yang sudah kadaluarsa dan pajak yang tidak tertagih.
Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dengan hipotesis bahwa “Pajak Reklame berpengaruh dalam Pendapatan Asli Daerah”. 
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1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk menyelesaikan skripsi ini penulis mengadakan penelitian pada DIPENDA (Dinas Pendapatan Daerah) Kota Bandung  Jl. Wastukencana  No.2 Bandung 40111.

Adapun waktu penelitian dimulai sejak tanggal 11 April 2005 sampai dengan tanggal 16 Juli 2005. Untuk lebih jelasnya waktu penelitian ini dapat kita lihat pada Tabel 1.1 

Tabel 1.1 Waktu Penelitian
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